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ABSTRAK 

Mahya Rafiqa. 190102030411. Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim 

Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran 

Keagamaan Di Masyarakat. Skripsi, Program Studi Hukum 

Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. 

Pembimbing: (1) H. Bahran, SH.MH., (2) Drs. H. M. Ilham 

Masykuri Hamdie, M.Ag 

Kata Kunci: Kejaksaan,Tim Koordinasi Pakem 

 

Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif 

cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan perundang-

undangan sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. 

Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami 

kendala apabila pelaksanaannya tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah. Hal ini merupakan alasan utama penelitan ini dilakukan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk hukum yang 

berlaku di Indonesia dan instansi yang menjalankannya dalam mengawasi pada 

aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. 

Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data pada penelitian 

ini yaitu data primer yang memuat tentang pertama pengawasan aliran kepercayaan 

dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kedua pengawasan 

Kejaksaan Negeri HST pada aliran kepercayaan yang menyesatkan di Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah. Data sekunder  dalam penelitian ini berupa buku-buku, 

jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi, sumber data pada 

dipenelitian ini ialah Ketua merangkap anggota tim pakem yaitu Ketua Kejaksaan 

Negeri HST dan Wakil Ketua merangkap tim pakem yaitu Kepala Seksi Intelijen 

Kejaksaan Negeri HST serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang 

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam 

Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pertama, bahwa tidak dipaparkan 

bagaimana mekanisme dalam Kejaksaan RI untuk mengawasi adanya aliran 

kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dalam peraturan yang 

berlaku di Indonesia. Kedua, Bentuk pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada 

aliran yang menyimpang di kabupaten HST sudah berjalan dengan baik dan 

menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Th : ط .A 16 : ا .1 

 Zh : ظ .B 17 : ب .2 

 ' : ع .T 18 : ت .3 

 Gh : غ .Ts 19 : ث .4 

 F : ف .J 20 : ج .5 

 Q : ق .H 21 : ح .6 

 K : ك .KH 22 : خ .7 

 L : ل .D 23 : د .8 

 M : م .Dz 24 : ذ .9 

 N : ن .R 25 : ر 10 

  W : و .Z 26 : ز .11 

 H : ه .S 27 : س .12 

 ` : ء .Sy 28 : ش .13 
 Y : ي .Sh 29 : ص .14 

 Dh : ض .15 

 

1. Vokal 

 Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki 

ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ـــ َ  A Fatẖah 

ـــ َ  I Kasrah 

ـــ ُ  U Dhammah 
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 Kata sandang: contoh: (ال ِّرجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( الد ِّيْ وَان)  al-dîwân bukan ad-

dîwân. 

 Syiddah: misalnya, kata ( الضَرُوْرةَ)  tidak ditulis adh-dharȗrah melainkan al-

dharȗrah, demikian seterusnya. 

 Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ي ـــ َ  Ai a dan i 

و ـــ َ  Au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

 Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas يَ 

 Î i dengan topi di atas بِّ 

 Ȗ u dengan topi di atas بوُ

 

3. Kata Sandang 

 Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf 

kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân. 

 

4. Syiddah (Tasydid) 

 Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan 

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku 

jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti 
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oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (َالضَرُوْرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan 

al-dharûrah, demikian seterusnya. 

 

5. Ta Marbȗthah 

 Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat padaَkata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/َ (lihat 

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebutَdiikuti oleh 

kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthahَtersebut diikuti kata 

benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadiَhuruf /t/ (lihat contoh 3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

 Tharîqah طَرِّيْ قَة 1

يَّة 2 سْلََمِّ  Al-Jâmî’ah al-Islâmiyyah الجاَمِّعَة الِّْْ

 Waẖdah al-Wujȗd وَحْدَةُالوُجُوْد 3

  

6. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalamَalih 

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuanَyang 

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskanَ permulaan 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan 

Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 

 Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan 

mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul 

buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, 

demikian seterusnya. 
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 Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari 

Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari 

bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-

Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

 

7. Cara Penulisan Kata 

 Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis 

secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam 

Bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustâdzu ذَهَبَ الُْْسْتَاذُ 

 tsabata al-ajru ثَ بَتَ الَْْجْرُ 

 al-ẖarakah al-‘ashriyyah الْْرَكََة الْعَصْرِّيَّة

 asyhadu an lâ ilâha illa Allâh أَشْهَدُ أَنْ لآ إِّلَهَ إِّلََّّ الله

 Mawlânâ Malik al-Shâliẖ مَوْلآنََ مَلِّك الصَّالِّح

  yu’tsirukum Allâh يُ ؤْثِّركُُمُ الله

 al-mazhâhir al-‘aqliyyah الْمَظاَهِّرِّ الْعَقْلِّيَّة

سْتِّطْلََع  ’ẖub al-istithlâ حُبُّ الِّْ

 al-mâddah al-mashnȗ’ah min al-hayawân الْمَادَّة الْمَصْنُ وْعَة مِّنَ الْيََ وَان

 tharf al-‘ayni طَرْفُ العَيْ 

 al-musâhamah الْمُسَاهَََة

 man salaka tharîqan مَنْ سَلَكَ طَرِّيْ قًا
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